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  ABSTRAK : - Untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia dan 
menjamin ketahanan pangan yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman, dari 
mulai produksi sampai dengan stabilitas harga pangan maka diperlukan 
Pengaturan mengenai Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan pertimbangan 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 
Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan UU NO. 11 Tahun 2020; UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 
2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 41 Tahun 
2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU 
No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 28 Tahun 2004; 
PP No. 26 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2021; PERDA Kab. Pangandaran No. 15 
Tahun 2015; PERDA Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018. 
 

  - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Ketahanan Pangan Daerah menetapkan kerangka hukum untuk menjamin 
ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, terjangkau, dan aman di daerah. 
Peraturan ini mengatur perencanaan, produksi, distribusi, keamanan, mutu, gizi, 
dan stabilitas harga pangan, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, 
dan pelaku usaha. Kebijakan ini mencakup pencegahan dan penanggulangan 
masalah pangan, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi 
pangan, serta pemberian insentif dan disinsentif. Regulasi ini bertujuan 
mendukung kedaulatan pangan daerah dan nasional, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan sumber daya lokal. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 
Maret 2022. 

  -  Jumlah Penjelasan 13 halaman. 
    

 


